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ABSTRAKSI

arakopat adalah wadah aparatur pemerintahan yang mengatur

dan mengurusi kepentingan masyarakat berdasarkan hukum
adat yang selaras dengan syariat Islam. Pemberdayaan hukum adat di
Kabupaten Aceh Tengah diproyeksikan untuk meningkatkan peranan
pilai-nilai adat dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah demi kelangsungan pembangunan, dan turut
serta mendorong ketertiban, keamanan masyarakat, serta menciptakan
hubungan yang harmonis dan demokratis.

Sistem politik Sarakopat ini timbul dilatar belakangi oleh dua
faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal disamping
menjaga dan memelihara harkat dan martabat serta kehormatan
“Sarak” (wilayah, kampung), juga memelihara tegaknya hukum adat
dan budaya Gayo dalam kehidupan masyarakat Gayo yang selaras
dengan syariat Islam. Sedangkan faktor eksternal adalah disamping
mengembangkan “Sarak”, adat dan budaya Gayo, juga menjalin
hubungan dengan dunia luar, baik hubungan persahabatan,
perkawinan, perdagangan maupun komunikasi dan politik.

Pada masa Pra-Islam, orang Gayo ketika itu, masih animistis dan
nama kelompok etnis ini adalah Gayo, jadi bukanlah timbul sesudah
orang Batak 27 datang ke Takengon yang kemudian di-lslamkan.
Menurut versi raja-raja Pasai disebutkan bahwa Gayo adalah orang
Samudera yang tidak mau memeluk agama Islam, kemudian melarikan
diri ke Hulu Sungai Peusangan, karena itu dikatakan “Kaiyo” yang
berarti “ Takut’. Sebenarnyalah orang Gayo bukan takut dan melarikan
diri, melainkan hijrah untuk mencari penghidupan yang lebih layak dan
luas ke Samudera Pasai.

Sistem politik Sarakopat ketika zaman Pra-Islam masih belum
dikenal, sebab sistem politik ketika itu adalah “Sarak Tulu” (tiga Sarak
dalam satu kesatuan terpadu, vaitu reje (raja), petue (petua), dan rayat
(rakyat). Barulah setelah agama Islam datang ke Tanah Gayo sekitar
tahun 173 H/800 M, maka terbentuklah “sistem politik Sarakopaf”
karena ditambah “/mem (imam) sebagai pelaksana syariat Isiam. Pzda
zaman Islam pemerintahan Sarakopat sangat maju dan berkembang,
karena Sarakopat merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan, tidak
ada pemerintahan lain, terutama pada masa Kerajaan Linge (+ 181
H/808 M), Kerajaan Bukit (+1580 M, atau abad ke-XV). Kerzjaan
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Bebesen (+ 1607 atau abad ke XVI), dan Kerajaan Syish Utama
(+ 1580 atau abad ke-XV). Pada zaman Kerajaan tersebut hukum adat

Gayo dan budaya Gayo telah berkembang dengan baik, sangat orisinil
dan adiluhung.




Ketika penjajahan Belanda datang ke Tanah Gayo pada tahun
1901-1942. dan menyusul penjajahan Jepang pada tahun 1942-1945,
sistem pemerintahan Sarakopai mulai menurun, bahkan kurang
berfungsi, karena struktur pemerintahan lebih dikuasai oleh
pemerintahan kolonial. Adat/Budaya Gayo dan sistem politik Sarakopat
yang bertentangan dengan kepentingan penjajahan Belanda dan
Jepang dihilangkan, sedangkan Adat/Budaya Gayo dan sistem
pemerintahan Sarakopat yang mendukung kepentingan penjajahan
Belanda dan Jepang tetap dipelihara dan dilestarikan.

Demikian juga pada zaman Kemerdekaan RI tahun 1945
pemerintahan Sarakopat belum berfungsi sampai akhir tahun 1969.
Oleh karena, disamping faktor penjajahan tersebut, juga faktor ekonomi
yang masih lemah, ditambah faktor pendidikan dan politik negara yang
belum kondusif. Pada zaman kemerdekaan, sistem politik Sarakopat
dapat dikatakan “hidup segan mati tak mau’, artinya dikatakan
hidup namun tidak berfungsi, dan dikatakan mati, namum kedengaran
Sarakopat masih tetap ada. Barulah pada zaman Orde Baru,
pemerintahan Sarakopat muncul kembali, yakni sejak tanggal 1 April
1969, adat/budaya Gayo mulai digali dan dikembangkan, serta sistem
politik Sarakopat mulai dilaksanakan, melalui program sub sektor
bidang pembangunan agama dan sosial budaya.

Pada zaman Reformasi (1998 hingga sekarang) yang menuntut
adanya perbaikan disegala bidang, salah satu yang sangat penting ialah
lahimya hak-hak otonomi yang lebih besar bagi rakyat Indonesia,
khususnya Kabupaten Aceh Tengah. Dengan otonomi yang lebih luas,
masyarakat Gayo lebih leluasa dalam menjalankan adat/budaya,
agama, pendidikan dan sistem pemerintahan Sarakopat di Tanah Gayo.
Diharapkan dengan lahirnya undang-undang Otonomi Daerah. sistemn
politik Sarakopat lebih berperan dan difungsikan lagi.

Sistem politikk pemerintahan Sarakopat adalah suatu sistem
berdasarkan hukum adat yang sesuai dengan hukum Islam, kedudukan
reje (raja) di Tanah Gayo adalah sebagai “pemangku adat”. Semua
kekuasaan berada di tangan raja. Raja sebagai kepala pemerintahan,
sebagai jaksa, sebagai hakim, dan sebagai kepala agama, suatu
pemerintahan yang berdasarkan “sistem feodal . Yang dilaksanakan
secara “monarchiheridetis” (kerajaan turun temurun), dan susunan
pemerintahan berdasarkan republik-republik yang patriliniaa/ (melalui
garis keturunan lurus bapak) atau patriachaal (dari nenek moyang).
Meskipun demikian reje (raja) tidak boleh bertindak diktator atau
sewenang-wenang, karena dia harus mentaati hukum adat dan prinsip
musyawarah “keramat mufakat behu berdedele’ (mufakat adalah

sumber kekuatan dan demokrasi adalah satu ketentuan yang berlaku
dalam masyarakat Gayo).



Secara teknis reje (raja) disamping dibantu oleh aparat
pemerintahan Sarakopat, juga dibantu oleh aparat pelaksanaan tugas
harian, yaitu “Aejurun Belang’ (memimpin pertanian tanaman pangan},
“Penghulu Rerak” (memimpin sumber mata air), “Penghulu Uten”
(memimpin dan mengawasi hutan), “Penghulu Uwer” (memimpin
pengembangan ternak), “Penghulu Lut” (memimpin usaha perikanan),
“Pawang Deref’ (memimpin dan mengurusi margasatwa), disamping
itu, reje (raja) dibantu oleh “Biden” {memimpin urusan kesehatan),
“Hariye” (bidang humas dan penerangan), dan “Banta” (sekretaris atau
ajudan reje). Jika reje atau raja berhalangan digantikan sementara oleh
“Bedel’ (wakil atau pembantu reje), demikian juga imem (imam), jika
berhalangan digantikan oleh “Lebe” (wakil atau pembantu imem). Dan petue
(petua) jika berhalangan digantikan oleh “Sekolat ” (wakil atau pembantu
petue).

Sistem politik Sarakopat di atas, masih relevan dengan pelaksanaan
Otonomi Daerah, sebab Otonomi Daerah tidak akan dapat berjalan tanpa
didukung oleh masyarakat, dan tanpa kebijakan yang didasari oleh nilai-nilai
adat/budaya Gayo yang selaras dengan syariat [slam, serta mekanisme politik
pemerintahan Sarakopat. Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22
Tahun 1999 sangat relevan dengan sistem politik Sarakopat, karena
undang-undang tersebut telah membuka saluran baru yang cukup luas
bagi Daerah Kabupaten dan Kota untuk mengambil tanggung jawab
yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada miasyarakat,
khususnya masyarakat Gayo Aceh Tengah dalam mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri. Lembaga Sarakopat sebagai wadah
pemerintahan, merupakan wahana untuk merealisasikan
penyelenggaraan undang-undang tersebut. Jadi keduanya saling
mengisi dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan Otonomi
Daerah di Kabupaten Aceh Tengah. :

Kewenangan "Aejurun Belang' sangat relevan dengan Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, "Penghuly Rerak' sangat
relevan dengan Dinas Perkebunan dan Pekerjaan Urmum bagian pengairan,
"Penghulu Uten" sangat relevan dengan Dinas Kehutanan, "Penghulu Uwer"
sangat relevan dengan Dinas Peternakan, "Penghulu Lut sangat relevan
dengan Dinas Perikanan. Kewenangan aparat pemerintahan Sarakopat

apabila diterapkan sangat relevan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.
terutama dalam mengatur dan mengurusi Pemerintahan Daerah, hal ini
dapat dibuktikan dari jawaban responden rata-rata 26,08% jawaban
menyatakan masih sangat relevan, 67,.83% masih relevan. Namun .terdapat
pula 3.48% menyatakan kurang relevan, dan 2,61% tidak relevan, jawaban
“itu wajar karena mungkin saja responden melihat saat ini fungst aparat
pemerintahan Sarakopat yang kadang-kadang kurang sinergetik dengen
berbagai aspek kehidupan masyarakat Gayo yang sudah berkembang.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan
Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal
22 Januari 1987 Nomor : 158/987 dan 0593b/1987.
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egala puja dan puji hanya milik Allah swt., Tuhan semesta alam, dan
é atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan
penulisan tesis ini. Kemudian shalawat dan salam selalu tercurah kepada
Rasulullah, Muhammad saw., beserta para keluarga, sahabat dan orang-
orang yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman.

Tesis ini berjudul, “SISTEM POLITIK SARAKOPAT:
Analisa Terhadap Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya
Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh
Tengah”. Tesis ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Magister (M.Ag) dalam
lmu Agama Islam. Tesis ini telah mencoba memberikan gambaran
yang sebenamya tentang sistem politik Sarakopat di Tanah Gayo.
Bagaimana Sarakopat sebagai empat tiang yang kokoh dari wadah
pemerintahan telah mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat
berdasarkan hukum dan nilai-nilai adat yang selaras dengan syariat
[slam. Hukum adat dilandasi oleh nilai-nilai, norma sosial budaya yang
hidup dan berkembang dalam masyarakat Gayo Aceh Tengah, perlu
dilestarikan dan dikembangkan.

Lebih dari itu, penelitian tesis ini, mengungkapkan bagaimana
lembaga Sarakopat menampung dan menyalurkan aspirasi atau
pendapat masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara
harmonis dan demokratis serta obyektif dalam menyelesaikan

permasalahan. Disamping itu, penelitan ini dikaitkan dengan
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pelaksanaan Otonomi Daerah. Persoalan Otonomi Daerah adalah

persoalan penting untuk dikaji lebih sistematis dan radikal, sebab di

Indonesia tuntutan kearah itu melahirkan berbagai implikasi yang rumit

dan tafsiran yang tidak sama. Justru itu diperlukan penelitian ilmiah

yang obijektif dan hasilnya dapat dijadikan bahan bacaan bagi para
pemerhati dan masyarakat luas.

Namun di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, peneliti
banyak menemukan kesulitan dan hambatan-hambatan, terutama
dalam memperoleh data dan informasi yang obyektif di lapangan,
termasuk mendapatkan literatur primer dan keterbatasan peneliti untuk
menulis dan menganalisanya. Akan tetapi, berkat atas rahmat Allah
swt., serta bimbingan, arahan, dan saran-saran dari semua pihak,
Alhamdulillah segala problema tersebut dapat di atasi dengan cara yang
lebih baik. Untuk itulah peneliti tidak luput mengucapkan terima kasih
yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. HM. Yasir Nasution sebagai Rektor IAIN Sumatera
Utara Medan, dan Bapak Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA sebagai
Direktur Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, serta
semua dosen yang telah memberikan motivasi dan bimbingan
akademik selama peneliti mengikuti Program Pascasarjana 1AIN
Sumatera Utara Medan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Usman Pelly, MA, sebagai pembimbing [ dan
Bapak Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA, sebagai pembimbing i,
serta Bapak Dr. Hasan Asari, MA, sebagai pembimbing seminar
proposal tesis, yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan,
saran-saran dan masukan yang diberikan kepada peneliti, demi

kesempurnaan isi dan metodologi penulisan tesis ini.
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3. Bapak Drs. Tengku H. Mustafa M. Tamy, MM., sebagai Bupati
Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dan Bapak Camat
Kecamatan Kota Takengon, Bintang, Silih Nara, Bebesen, Pegasing
dan Bukit, serta Bapak Letnan Kolonel Inf. Amrin sebagai
Komandan Distrik Militer 0106 Kabupaten Aceh Tengah, dan Bapak
IPTU NRP. S. Nanang Widodo, sebagai Kapolsek Kota Takengon,
yang telah banyak memberikan bimbingan, informasi dan data
penelitian ini.

4. Awan (kakek) Tengku H. Mohd. Ali Djadun, sebagai Ketua Majelis
Pemusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tengah, Bapak
Drs. Tengku H. Mahmud Ibrahim, sebagai Ketua BAZIS dan
Pimpinan Yayasan Sekolah Tinggi Gajah Putih Takengon, Bapak
AR. Hakim Aman Pinan, sebagai Ketua Lembaga Adat dan
Kebudayaan Aceh (LAKA) Kabupaten Aceh Tengah, Bapak
Drs. HM Din A. Wahab, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Aceh
Tengah, dar Bapak Drs. Nasrilisma, sebagai Kepala Dinas Syariat
lslam Kabupaten Aceh Tengah, serta semua informan yang tidak
dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak
memberikan bimbingan, informasi dan data penelitian ini, serta
telah meluangkan waktu untuk mengisi angket, demi kelancaran
penulisan penelitian tesis ini.

5. Seluruh sahabat seperkuliahan di Program Pascasarjana [AIN
Sumatera Utara, dan Keluarga Gayo Aceh Tengah (KGAT) baik
wilayah, daerah maupun cabang, telah turut serta memberikan
dorongan, dan konstribusi pemikiran bagi peneliti dalam upaya
menyelesaikan penulisan tesis ini. Termasuk Suparjo Sayuti, S.H.L.

dengan Fermana Computernya yang telah membantu proses

pengetikan penelitian ini.
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6. Abangda Drs. Azharia, U.R dan abangda Aman Hayati yang selalu
mendampingi peneliti untuk mencari data penelitian dan informasi
yang dibutuhkan. Teristimewa kepada Ama dan /ne (ayahanda
Usman Raliby, dan ibunda Halimah) yang telah bersusah payah
mengasuh, mendidik, membesarkan dan mendo’akan peneliti
dalam mengarungi perjuangan hidup, termasuk seluruh anggota
keluarga yang turut memberikan dorongan dan do’a restunya.

7. Secara khusus peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada
isteriku Sabariyah, MS tercinta yang menjadi pendorong dan
memberi semangat dalam mengikuti perkuliahan di Program
Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan. Pengorbanan,
keikhlasan, dorongan moril dan cinta kasih yang telah diberikan
dapat menjadi semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan
program studi ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh sebab itu saran-saran dan masukan yang dapat
memperkaya tulisan ini, peneliti harapkan dari semua pihak. Atas
bantuan dan perhatian yang telah diberikan tidak dapat peneliti
membalasnya, melainkan menyerahkannya kepada Allah swt., semoga
memperoleh imbalan yang berlipat ganda, dan penelitian tesis ini
diharapkan menjadi salah satu amal ibadah yang diterima oleh Allah
swt., bagi kita semua. Amin.

Medan, 8 Agustus 2003
PENELITI

s
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